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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 746 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 745
Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor
1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan
Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berdasarkan
pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 745
Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah
Minimum Sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan wakil
Bupati Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024, serta Berita Acara Rapat
Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 170/PL.02.2-
BA/1706/2/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk
Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mukomuko Tahun 2024 ;

- Dasar Hukum keputusan ini adaah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan
Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 510 Tahun 2024 tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Keputusan ini Menetapkan Menetapkan Persyaratan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dapat
mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi
perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut



Catatan

1. Untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus
memeroleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling
sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di
Kabupaten/Kota tersebut;

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau
gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut;

2. Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon

Bupati dan Wakil Bupati sejak Penetapan Pasangan Calon.

Perolehan suara sah pada angka 1 huruf a, didasarkan pada penetapan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko atas hasil Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 yang
tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko
Nomor 499 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024
Jumlah persyaratan sebesar 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan
suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mukomuko pada angka 1 huruf a, berdasarkan pada Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 510 Tahun 2024
tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan
suara sah 11.941 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh satu).

Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2024



